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PENDAHULUAN
Laut Tiongkok Selatan1 ialah salah satu

kawasan perairan paling strategis di dunia.
Dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia
pada 7 Juli 2016 lalu, Mantan Menteri Luar
Negeri RI, Hassan Wirayuda mengatakan
bahwa kawasan Asia-Pasifik ialah kawasan
abad ini sebagai pusat perhatian atau Center
of Gravity2. Sebagai fakta, kawasan Laut Tio-
ngkok Selatan menyimpan berbagai keung-
gulan yang bernilai ekonomis tinggi di taraf
internasional.

Laut Tiongkok Selatan merupakan wi-
layah perairan terbesar VI (keenam) di dunia
yang meliputi wilayah seluas sekitar 3,5 juta
km2. Hal ini membuat Laut Tiongkok Selatan
sebagai jalur laut internasional tersibuk di
dunia. Lebih dari setengah jalur lalu lintas

supertanker melalui kawasan ini3. Laut Tiong-
kok Selatan merupakan salah satu produksi
ikan terbesar dunia yang tersedia untuk dikon-
sumsi di wilayah Asia-Pasifik.

Dari segi sumber daya mineral, eksplo-
rasi dan produksi gas dan minyak bumi me-
ningkat secara dramatis dalam dua dekade
terakhir. Setengah dari aktivitas layar perda-
gangan dunia melalui garis komunikasi laut
Tiongkok Selatan (SLOC) dan melalui pe-
rairan disekitar wilayah Indonesia4. Melalui
potensi-potensi tersebut, kawasan Laut Tio-
ngkok Selatan menjadi kawasan primadona
baik bagi negara di sekitarnya, maupun negara
berkekuatan besar (Great Powers) di dunia
ini, termasuk Tiongkok. Oleh karena itu, mun-
cul konflik perebutan wilayah dan klaim atas
wilayah tersebut yang dilatarbelakangi oleh
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3 David Rosenberg, “Environmental Pollution around the
South China Sea: Developing a Regional Response”.
Contemporary Southeast Asia, Vol. 21, No. 1, (April
1999) hal. 120.

4 Gabriel B. Collins, dkk (Ed.). China’s Energy Strategy:
The Impact on Beijing’s Maritime Policies (Maryland:
Naval Institute Press 2012) hal. 280.

1 Disebut juga Laut Timur (Vietnam) dan Laut Filipina Barat
(Filipina). Dikutip dari Bill Hayton. The South China Sea:
The Struggle for Power in Asia (Yale: Yale University Press
2014) hal. xi.

2 CNN Indonesia. Fokus: “sengketa Laut Cina Selatan“.
Tersedia di: <cnnindonesia.com/tv/sengketa-laut-Cina-
selatan> [Internet] (diakses pada Desember 2016).
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berbagai motif demi kepentingan nasional ne-
gara tersebut.

Laut Cina Selatan menjadi pusat ketega-
ngan di kawasan Asia Timur sejak tahun 2009.
Banyak aktor internasional yang memiliki ke-
pentingan yang berbeda disini, mereka ingin
memanfaatkan sumber daya energi yang ber-
ada di Laut Tiongkok Selatan tersebut5. Secara
historis, posisi Laut Tiongkok Selatan sudah
menjadi sorotan. Sebelum masa penjajahan
pada abad XVI, kawasan ini telah digunakan
sebagai rute perdagangan laut oleh orang
Persia, Arab, India, Tiongkok dan masyarakat
Asia Tenggara6. Inggris, Perancis, Belanda
dan Spanyol memasuki Laut Cina Selatan dengan
tujuan membangun stasiun perdagangan dan
pemasok SDA di kawasan itu. Hal tersebut
diejawantahkan dengan pembagian wilayah
pesisir menjadi lingkungan pengaruhnya masing-
masing, yaitu Malaya, koloni Kalimantan Utara
dan Hongkong (Inggris); Indo-Tiongkok
(Perancis); Hindia Timur (Belanda-Portugis);
dan Filipina (Spanyol)7.

Relevan dengan zaman kolonial, para
kekuatan besar dunia abad XXI juga memiliki
hasrat yang sama, seperti Amerika Serikat (AS),
Korea Selatan, Jepang, Rusia, India dan Aus-
tralia. Ketika negara-negara tersebut memiliki
kepentingan tertentu, mereka tidak mengklaim
hak atas wilayah manapun di Laut Tiongkok
Selatan. Mereka lebih menegaskan kebebasan
atas laut dan pengelolaan konflik yang ber-
jalan damai8. Sejak tahun 1969, telah terjadi
sepuluh perjanjian resmi yang dinegosiasikan
terkait dengan Laut Cina Selatan, namun klaim
tersebut saling tumpang tindih karena melibat-
kan beberapa negara9.

Berbeda dengan kekuatan besar di atas,
sengketa di kawasan Laut Tiongkok Selatan
bergulir sejak klaim historis atas wilayah itu.
Pada Desember 1947, pemerintah Republik
Tiongkok (ROC, sekarang PRC) menerbitkan
peta resmi dan memperkenalkannya untuk
pertama kali10. Pada peta tersebut, muncul
garis berbentuk huruf U atau disebut U-shaped
Line dengan sembilan garis putus-putus atau
disebut nine-dash Line/nine–dotted Line11.
Garis tersebut melintang di sepanjang wilayah
pesisir kawasan Laut Tiongkok Selatan mem-
bentuk huruf U. Kemunculan tersebut bukanlah
suatu yang tiba-tiba, namun berdasarkan ala-
san historis. Secara historis, Tiongkok meng-
klaim bahwa kawasan Laut Tiongkok Selatan
merupakan kedaulatannya, terutama wilayah
U-shaped Line. Tiongkok menyatakan bahwa
kawasan tersebut tergabung dalam Zona
Nelayan Tradisional mereka atau Traditional
Fishing Zone/Ground (TFZ). Namun, penga-
kuan Tiongkok tersebut tidak diakui oleh Kon-
ferensi PBB tentang Hukum Laut Internasional
(UNCLOS12 III) dan pihak manapun karena
menurut UNCLOS III zona tersebut hanya ber-
jarak 2 mil dari daratan negara.

Sejarah sengketa kedaulatan di Laut Cina
Selatan pada mulanya dimulai sejak abad ke
19. Pihak-pihak yang bersengketa sering sekali
menggunakan artefak dan dokumen kuno se-
bagai dasar argumen mereka tentang kepemili-
kan perairan tersebut13. Sengketa ini dimulai
ketika Tiongkok menyatakan dua klaimnya atas
kawasan Laut Tiongkok Selatan. Pertama,
klaim kedaulatan atas pulau-pulau. Kedua,
klaim yurisdiksi atas ruang maritim di kawasan
itu14. Melalui klaim tersebut, Tiongkok mene-

5 Lyle Goldstein. “Chinese Naval Strategy in the South
China Sea: An Abundance of Noise and Smoke, but
little Fire”. Institute of Southeast Asian Studies, Vol. 33
No. 3, 2011. Hal. 321

6 Jing Huan dan Andrew Billo (Ed.). Territorial Disputes in
The South China Sea: Navigating Rough Waters (New
York: Palgrave MacMillan 2015) hal. 15.

7 Ibid.,  hal. 16
8 Enrico Fels. Power Politics in Asia’s Contested Waters:

Territorial Disputes in the South China Sea (New York:
Springer 2016). hal. 29-30.

9 Ramses Amer. “The South China Sea: Achievements
and Challenges to Dispute Management”. University
of California Press, Vol. 55 No. 3, 2015. Hal. 619.

1 0 Peter Kien-hong Yu. Ocean Governance, Regimes, and
the South China Sea Issues: A One-dot Theory
Interpretation (New York: Springer 2015) hal. 207.

1 1 Nine-dashed line atau jiuduanxian yang muncul dalam
peta Tiongkok yang resmi menghasilkan ambiguitas. Garis
tersebut pada mulanya digambar pada tahun 1930an yang
muncul pada peta Republik Tiongkok (RoC) pada 1947
dan RRC sejak 1949. Dikutip dari: Taylor Fravel, “China’s
Strategy in the South China Sea”. Contemporary Southeast
Asia, Vol. 33, No. 3, (Desember 2011) halaman 294-295.

1 2 United Nations Convention of Law on Sea
1 3 Tonneson, Stein. “Why are the Disputes in the South China

Sea so Intractable? A Historical Approach”. Brill, Vol
30 No. 3, 2002. Hal. 572
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tapkan empat gugusan pulau, yaitu Paracel,
Spratly, Pratas dan Macclesfield Bank. Para-
cel dan Spratly menjadi kelompok pulau yang
memiliki dampak yang lebih signifikan dan
langsung bersinggungan dengan Zona Ekonomi
Eksklusif beberapa negara ASEAN.

Potensi konflik muncul dalam klaim teri-
rotial yang dilakukan oleh Tiongkok, Taiwan,
Vietnam, Filipina dan Brunei. Tiongkok, Vietnam
dan Taiwan mengklaim keseluruhan karang,
terumbu dan pulau-pulau di gugusan pulau
Spratly. Sejak tahun 1940an, Taiwan, Cina,
Vietnam dan Malaysia memiliki pasukan untuk
ditempatkan dan membangun penanda batas
serta stasiun pengamatan cuaca di pulau-pulau
sekitar Laut Cina Selatan15. Filipina meng-
klaim pulau-pulau kecil di gugusan tersebut.
Malaysia mengklaim tujuh pulau-pulau kecil
yang termasuk dalam batas garis kontingen se-
mentara Brunei mengklaim 200 mil ZEE yang
mencakup Rifleman Bank di gugusan Spratly
dan wilayah kecil di Filipina16. Gugusan Para-
cel diklaim oleh Tiongkok, Vietnam dan Taiwan.

Dalam dialog kedua dengan CNN Indo-
nesia pada Juli 2016, Hassan Wirayuda me-
nanggapi perbuatan Tiongkok membangun
pulau buatan atau reklamasi. Ia mengatakan
bahwa hal ini merupakan kebijakan yang di-
sengaja untuk memperkuat apa yang disebut
pendudukan efektif atauEffective Occupation17.
Upaya yang dilakukan AS adalah melemahkan
pendudukan efektif Tiongkok terhadap Land
(pulau), Reef (karang) dan Rock (terumbu) ter-
sebut.

Menanggapi keputusan tersebut, Wa-
shington (Amerika Serikat) mendesak negara-
negara yang bersengketa untuk mengklarifikasi
klaim mereka sesuai dengan hukum interna-

sional. Meskipun Amerika Serikat tidak ter-
masuk dalam 66 negara yang meratifikasi
UNCLOS, namun AS secara sukarela mema-
tuhi prinsip-prinsip dasar UNCLOS III 1982.
Tiongkok sebagai penandatangan UNCLOS III
1982 mengkritisi AS yang ikut campur dalam
hukum laut internasional18. Adanya keterli-
batan Amerika Serikat telah mengubah situasi
dan menghapuskan strategi Tiongkok untuk
menegaskan kontrol di kawasan Laut Tiongkok
Selatan. Tiongkok sadar akan risiko tekanan
militer dari negara-negara ASEAN yang dekat
dengan Amerika Serikat. Peningkatan akses
Amerika Serikat di ASEAN akan membantu
implementasi strategi militer Amerika Serikat
untuk memblokade angkatan laut Tiongkok19.

Diplomasi dalam sengketa Laut Tiongkok
Selatan telah mendominasi aksi Amerika Se-
rikat di Asia Tenggara. Dimulai dengan per-
temuan ARF pada Juli 2010, administrasi Oba-
ma memutuskan untuk memainkan peran pen-
ting dalam mempromosikan upaya resolusi
sengketa di Pulau Spratly. Pada waktu terse-
but, Sekretaris Negara Hillary Clinton me-
nyampaikan bahwa Amerika Serikat memiliki
kepentingan nasional dalam kebebasan navi-
gasi, membuka akses jalur maritim Asia dan
menghargai hukum laut20.

Amerika Serikat langsung melakukan
upaya delegitimiasi di kawasan tersebut. Salah
satunya ialah pada 5 Maret 201621kapal induk
Angkatan Laut AS, USS John C Stennis, di-
kabarkan sedang berlayar menuju Laut Tio-
ngkok Selatan. Kapal ini didampingi kapal
penjelajah USS Mobile Ray dan kapal perusak
USS Stockdale dan USS Chung-hoon. Doss,
sebagai juru Armada Pasifik AS mengatakan
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1 4 Chi-Kin Lo. China’s Policy Towards Territorial Disputes:
The Case of the South China Sea Islands (London:
Routledge 2005) hal. 25.

1 5 Daojiong Zha. “Security in the South China Sea”. Sage
Publications, Inc, Vol 26 No. 1, 2001. Hal. 35

1 6 Op. Cit., Collins, hal. 281
1 7 Pendudukan efektif atau effective occupation atau Uti

Possidetis ialah istilah yang digunakan dalam hukum
internasional untuk menyatakan bahwa pihak atas per-
janjian tertentu menguasai kepemilikan yang dicaploknya
selama konflik. Dikutip dari Jeffrey Lehmann dan Shirelle
Phelps (Ed.). West’s Encyclopedia of American Law. Edisi
Kedua (Drake: Gale Group Inc 2005) hal. 188.

1 8 Li Mingjiang dan Kalyan Kemburi (Ed.). New Dynamics
in US-China Relations: Contending for the Asia-Pacific
(London: Routledge 2015) hal. 116.

1 9 Leszek Buszynski, “ASEAN, The Declaration on Conduct,
and the South China Sea“. Contemporary Southeast
Asia, Vol. 25, No. 3, (Desember 2003) hal. 353.

2 0 Sheldon Simon, “Conflict and Diplomacy in the South China
Sea: The View from Washington“. Asian Survey, Vol. 52,
No. 6, (November/Desember 2012) hal. 1002.

21 Kompas. Fokus: “Laut Tiongkok Selatan”. 2016. Tersedia
di: <http://internasional. kompas.com/read/2016/03/05/
17534011/AS. Kirim.Kapal.Induk.dan.3.Kapal.
Perang.ke.Laut.China.Selatan> [Internet] (diakses pada
15 Desember 2016).
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bahwa kapal induk itu berlayar dalam tugas
rutin dan akan secara reguler berpatroli di ka-
wasan yang bersengketa itu. Amerika Serikat
sempat bebas berpatroli di sekitar pulau yang
dikuasai Tiongkok, hingga membuat Beijing
marah. Penyebabnya, Tiongkok telah mening-
katkan pertahanan militernya di sana22.Selain
itu, Amerika Serikat menjalin kerjasama de-
ngan negara-negara ASEAN yang terlibat
terkait sengketa Laut Tiongkok Selatan. Imple-
mentasi kerjsama ini mencakup dialog yang
berkaitan tentang pertahanan dan keamanan
maupun kunjungan dan latihan militer di ka-
wasan Laut Tiongkok Selatan23.

Paparan di atas membenarkan eksistensi
sistem bipolar. Di kawasan Laut Tiongkok Se-
latan, bipolaritas terjadi dalam suatu kawasan.
Sistem bipolar, menurut Kenneth Waltz, akan
lebih stabil dibandingkan dengan multipolar.
Dengan adanya keterlibatan AS dalam seng-
keta tersebut, maka akan menyebabkan kesta-
bilan di kawasan tersebut. Kestabilan tersebut
dimulai ketika Tiongkok, dengan kepentingan-
nya, meningkatkan pengembangan infrastruktur
sipil dan militer di pulau reklamasinya.

METODE
Model analisis yang digunakan dalam

penelitian ini lebih mengarah pada penggunaan
model penelitian kualitatif-deskriptif. Model
penelitian kualitatif adalah strategi penelitian
yang menekankan kedekatan dengan data,
partisipasi dan pengalaman.24 Penelitian ini
menekankan pengumpulan fakta dan identi-
fikasi data. Komponen metode dalam pene-
litian ini adalah mendeskripsi, menganalisa,
dan menafsirkan temuan dalam istilah yang
jelas dan tepat.25

Jenis penelitian yang dilakukan dalam
penelitian ini adalah studi kepustakaan (lib-
rary research) dan analisis dokumenter guna
mengungkapkan informasi-informasi yang ada
dalam bidang kajian tertentu.26 Secara lebih
khusus, analisis dokumen yang dilakukan da-
lam penelitian ini adalah analisis sitiran be-
rupa kajian bibliografi dengan mengemukakan
karakter literatur berupa jenis dan bahasa lite-
ratur, peringkat pengarang dan jurnal, serta
subjek bidang ilmu politik dikaji dengan ana-
lisis subjek.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Kontestasi kekuatan besar atau Great

Power di Laut Tiongkok Selatan memiliki ciri
yang identik dengan fenomena Perang Dingin
antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ciri
yang identik ini tergambar pada sasaran atau
objek yang mempengaruhi situasi global atau
kawasan, yaitu stabilitas. Meskipun tengah
bersengketa, Laut Tiongkok Selatan mengalami
stabilitas atau tidak adanya konflik karena
adanya intimidasi dari Amerika Serikat. Inti-
midasi ini dilakukan dengan cara sekuritisasi
atau upaya siap siaga atau menebar ancaman.
Tujuan dari upaya ini ialah Amerika Serikat
ingin menunjukkan bahwa Laut Tiongkok Se-
latan merupakan kawasan internasional dan
bebas dilayari baik laut maupun udara.

Struktur anarki kawasan Laut Tiongkok
Selatan menyebabkan desentralisasi antar-
negara. Meskipun Amerika Serikat merupakan
negara Great Power yang dianggap sepadan
menghadapi Tiongkok, namun sejatinya Ame-
rika Serikat tidak menjadi tameng atau pelin-
dung bagi negara-negara ASEAN lain dalam
menyelesaikan konflik. Hal ini dapat dilihat
dari motivasi Amerika serikat yang ingin
mempertahankan kepentingan navigasinya
meskipun bukan negara yang menandatangani
atau meratifikasi UNCLOS III 1982. Desen-
tralisasi ini kemudian menyebabkan muncul
pergesekan kepentingan antar negara besar
yang memiliki kepentingan yang sama baik
dari segi tujuan maupun motif yang mendo-
rongnya, yaitu antara Tiongkok dan Amerika
Serikat.

2 2 Kompas. Fokus: “Laut Tiongkok Selatan’. 2016. Tersedia
di: <http://internasional. kompas.com/read/2016/07/20/
20015571/pasukan .as .akan . te tap .beroperas i .
di.laut.china.selatan> [Internet](diakses pada tanggal 13
Desember 2016).

2 3 Op. Cit.Li Mingjiang dan Kalyan Kemburi (Ed.) hal. 398
24 Bruce A. Chadwick, Howard M. Bahr, & Stan L. Albrecht.

Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial. Edisi
Terjemahan. Diterjemahkan oleh Sulistia, Yan Mujianto,
Ahmad Sofwan dan Suhardjito, Prentice Hall International
Inc., New Jersey, 2007, hal. 488.

25 Lexy Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja
Rosdakarya, Bandung, 2000, hal. 112.

2 6 Ibid., hal. 114.
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Potensi peperangan atau clash di kawa-
san Laut Tiongkok Selatan sangat dimungkin-
kan. Hal ini dikarenakan kawasan tersebut
masih dinilai sebagai perairan internasional
secara legal. Oleh karena itu, kondisi anarki
sangat mungkin untuk terwujud. Meskipun
peperangan antara Amerika Serikat dan Tio-
ngkok bisa saja terjadi, namun hingga keputu-
san Mahkamah Arbitrase Internasional 2016
lalu belum ada upaya benturan fisik atau mi-
liter yang dilakukan Amerika Serikat. Satu-
satunya upaya yang dilakukan ialah sekuritisasi
dan mengklaim bahwa kawasan tersebut me-
rupakan perairan internasional. Karena kon-
disi ini, peneliti menyebutkan bahwa terjadi
sistem bipolar dalam kawasan Laut Tiongkok
Selatan. Meskipun Amerika Serikat hanya
pihak ketiga yang terlibat, namun upaya se-
kuritisasi yang dilakukan dapat menggam-
barkan upaya perlindungan bagi negara-negara
ASEAN yang terlibat atau Claimant.Oleh ka-
rena itu, stabilitas lebih realistis di kawasan
tersebut.

Disamping kepentingan akan kebebasan
navigasi, terdapat aspek normatif perlakuan
Amerika Serikat terhadap Tiongkok. Amerika
Serikat masih menilai Tiongkok sebagai mitra
untuk menghadapi Korea Utara. Hal ini kemu-
dian menyebabkan Amerika Serikat tidak se-
cara langsung menggunakan kekuatan militer
untuk mencegah pendudukan efektif Tiongkok
disana. Benturan kekuatan besar antara Ame-
rika Serikat dan Tiongkok tidak begitu deras
dikarenakan adanya kepentingan bersama
terhadap hal lain.

Berdasarkan paparan analisis di atas,
peneliti menemukan bahwa upaya delegitimasi
Amerika Serikat terhadap Tiongkok dilakukan
hanya dalam bentuk intimidasi dan ancaman.
Hal ini dikarenakan Tiongkok, dalam hal lain,
merupakan partner Amerika Serikat untuk me-
nghadapi nuklir Korea Utara. Namun disam-
ping itu, terwujudnya stabilitas di kawasan
Laut Tiongkok Selatan dengan tidak adanya
konflik langsung yang melibatkan Tiongkok,
Amerika Serikat maupun negara-negara lain
sebagai Claimant.

SIMPULAN
Cina telah melakukan klaim terhadap

keseluruhan wilayah Laut Tiongkok Selatan,
sehingga dari klaim tersebut menimbulkan
sengketa terhadap negara lain yang berada pa-
da wilayah Laut Tiongkok Selatan juga. Cina
melakukan klaim ini berlandaskan pada histo-
ris. Sehingga Cina dengan mantap mengklaim
bahwa keseluruhan Laut Tiongkok Selatan ter-
sebut adalah miliknya. Cina sudah jelas mela-
nggar UNCLOS dengan melakukan kegiatan
di wilayah Laut Tiongkok Selatan. Dalam
sengketa ini, terdapat peran Amerika Serikat,
terhadap pendudukan efektif Tiongkok yang
di lakukan Cina. Amerika Serikat ingin Cina
untuk mematuhi Hukum Laut internasional.
Jelas terlihat bahwa Cina dengan sengaja me-
lakukan tindakan yang melanggar UNCLOS
tersebut. Upaya yang dilakukan Amerika Seri-
kat adalah untuk sekuritisasi wilayah Laut Tio-
ngkok Selatan. yang berarti merupakan bentuk
dari mawas diri yang sifatnya untuk menebak
ancaman dengan melakukan patroli udara mau-
pun laut.
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